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CROSSCUTTING KINERJA TUJUAN 1 

 
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan 

berkelanjutan 

 

CSF 1 

CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

• Rendahnya kualitas lingkungan hidup 
dan SDA Provinsi Jambi 

• Terwujudnya lingkungan hidup dan 
sumber daya alam yang berkualitas dan 
berkelanjutan 

CSF 2 

CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

• Terwujudnya lingkungan hidup dan 
sumber daya alam yang 
berkualitas dan berkelanjutan 

 Peningkatan Kualitas Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

 Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

 Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan 
dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda 
Provinsi 

 Penguatan MHA dan kelembagaannya 

 Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup 

 Penanganan Pengaduan Pencemaran dan 
Perusakan LH 

 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 

 
 

 

 

 

 

TUJUAN DLH 
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya 

alam yang berkualitas dan berkelanjutan 
2. Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan 

kelembagaan serta pelayanan publik 
 



CSF 3 

CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

 Peningkatan Kualitas Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

 Penyusunan RPPLH 

 Penyusunan KLHS RPJMD/RPJPD 

 Penyusunan KLHS Tata Ruang 

 Pencegahan dan Pemulihan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

 Penyusunan Baku Mutu Kualitas Lingkungan 

 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 

• Inventarisasi GRK 

 Penyusunan RPPEG 

 Inventarisasi Lahan Gambut 

 Inventarisasi Lahan Akses Terbuka 

 Pengendalian kebakaran lahan dan hutan 

 Pembinaan dan pengawasan izin 

lingkungan dan izin PPLH yang 

diterbitkan oleh Pemda Provinsi 

 Fasilitasi Rekomendasi Persetujuan Teknis, 
Persetujuan Lingkungan, dan Surat 
Kelayakan Operasi 

 Pembentukan dan Pelatihan PPLH 

• Penguatan MHA dan 
kelembagaannya 

 Penyusunan dan Penetapan Perda 
Pengakuan MHA 

• Peningkatan Penyuluhan Lingkungan 
Hidup 

 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata 

 Pembinaan dan Penilaian Desa Proklim 

• Penanganan Pengaduan 
Pencemaran dan Perusakan LH 

 Pos Pengaduan 

 Penyelesaian sengketa 

 Penegakan Hukum 

• Peningkatan Pengelolaan 
Persampahan 

 Jakstrada penanganan dan pengurangan 
Sampah 

  Gerakan Batang Hari Bersih 

  Program Kampung Mantap 

  Pembinaan dan Pembentukan Bank Sampah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CROSSCUTTING  KINERJA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TERWUJUDNYA 
LH  DAN SDA 

YANG 
BERKUALITAS 

DAN 
BERKELANJUTAN 

Peningkatan 
Kualitas 

Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

Pencegahan dan 
Pemulihan 

Pencemaran 
dan/atau 

Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Pembinaan dan 
pengawasan izin 

lingkungan dan izin 
PPLH yang 

diterbitkan oleh 
Pemda Provinsi 

Penguatan MHA dan 
kelembagaannya 

Peningkatan 
Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

Penanganan 
Pengaduan 

Pencemaran dan 
Perusakan LH 

Peningkatan 
Pengelolaan 

Persampahan 

Penyusunan dan Penetapan Perda Pengakuan MHA  
(DLH, Dishut, SETDA, DPRD, KLHK, 

Kemendagri) 

Pembinaan dan Penilaian 
Desa Proklim 

(DLH, Dishut, KLHK) 

Pos Pengaduan  
(DLH, Masyarakat, 

Swata, POLRI, KLHK) 

Penyelesaian sengketa  

(DLH, KLHK, POLRI) 

Penegakan Hukum 
(DLH, SETDA, KLHK, 

TNI/POLRI) 

Pembentukan dan 
Pelatihan PPLH 

(DLH, BKD, BPSD, KLHK) 

Fasilitasi Rekomendasi Persetujuan 

Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan 
Surat Kelayakan Operasi 

(DLH, Dinas PTSP, KLHK) 

Penyusunan KLHS RPJMD/RPJPD 
(DLH, BAPPEDA, SEMUA OPD, KLHK) 

Penyusunan RPPLH 
(DLH, Dishut, ESDM, 

PUPR, BAPPEDA, KLHK) 

Penyusunan KLHS Tata 

Ruang 
(DLH, BAPPEDA, PUPR) 

Pembinaan dan 
Pembentukan Bank 

Sampah  
(DLH Prov, DLH Kab/Kota) 

Program Kampung 
Mantap 

(DLH, Dishut, PUPR) 

Jakstrada penanganan 
dan pengurangan 

Sampah 
(DLH, Dinas PUPR, KLHK) 

Inventarisasi GRK 
(DLH, Dishut, PUPR, ESDM, Disbun) 

Penyusunan RPPEG 
(DLH, Dishut, Dinas 

PUPR, DTPHP, 
KLHK) 

Inventarisasi Lahan 
Gambut 

(DLH, Dishut, KLHK) 

Inventarisasi Lahan 

Akses Terbuka 
(DLH, ESDM) 

Pengendalian 
kebakaran lahan dan 

hutan 
(DLH, Dishut, BPBD, SATPOL 

PP, KLHK, TNI/POLRI) 

Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 

(DLH, Dishut, DKP, KLHK) 

Penyusunan Baku Mutu Kualitas Lingkungan 
(DLH, Dishut/BPDAS, PUPR/BWS, ESDM, DKP, Akademisi) 

Pembinaan dan Penilaian 

Sekolah Adiwiyata 
(DLH, Disdik, KLHK) 

Gerakan Batang Hari 

Bersih 
(DLH, Dishut, PUPR, BPBD) 



CROSSCUTTING KINERJA (TUJUAN DLH 2) 
 

2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA REFORMASI BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN SERTA 
PELAYANAN PUBLIK 

 
Identifikasi CSF 
CSF 1 

FAKTOR PENYEBAB KONDISI YANG DIPERLUKAN 

• Rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja 
dan keuangan serta pelayanan publik 

• Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima 
dan akuntabel 

 
CSF 2 

CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

 Terwujudnya kualitas pelayanan publik 
yang prima dan akuntabel 

 

• Meningkatnya Kualitas Kebijakan Akuntabilitas Kinerja 

• Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja 

• Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja 

• Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja 

• Meningkkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Internal 

• Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik 

• Meningkatnya Kualitas Implementasi Pelayanan Publik 

• Meningkatnya Monitoring Implementasi Pelayanan Pubik 

 
CSF 3 

CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

 Meningkatnya Kualitas Kebijakan 
Akuntabilitas Kinerja 

• Tersusunnya Kebijakan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja • Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
berbasis kinerja 

• Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah 
berbasis kinerja 

 Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja • Terlaksananya pengukuran capaian kinerja secara berkala 

 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja • Tersusunnya Laporan Kinerja mempedomani Peraturan 
Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 

 Meningkkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja 
Internal 

• Terlaksananya evaluasi kinerja internal secara berkala yang 
berdampak pada capaian kinerja 

 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan 
Publik 

• Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah 
(Proses Bisnis, SOP, Standar Pelayanan, dsb) 

 Meningkatnya Kualitas Implementasi 
Pelayanan Publik 

• Tersusunnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

 Meningkatnya Monitoring dan 
Implementasi Pelayanan Pubik 

• Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi 
Pelayanan Publik 



CROSSCUTTING KINERJA (TUJUAN DLH 2) 
 

TERWUJUDNYA 
TATA KELOLA 
REFORMASI 

BIROKRASI DAN 
KELEMBAGAAN 

SERTA 
PELAYANAN 

PUBLIK 

 

Meningkatnya Kualitas 

Kebijakan Pelayanan 

Publik 

Meningkatnya Kualitas 

Implementasi Pelayanan 

Publik 

Meningkatnya Monitoring 

dan Implementasi 

Pelayanan Pubik 

Meningkatnya Kualitas 

Kebijakan Akuntabilitas 

Kinerja 

Meningkatnya 

Kualitas Perencanaan 

Kinerja 

Meningkatnya 

Kualitas Pengukuran 

Kinerja 

Meningkatnya Kualitas 

Pelaporan Kinerja 

Meningkkatnya Kualitas 

Evaluasi Kinerja Internal 

Tersusunnya Kebijakan Pelayanan 
Publik Perangkat Daerah (Proses 

Bisnis, SOP, Standar Pelayanan, dsb) 
DINAS LH, BIRO ORGANISASI, BIRO 

HUKUM, OMBUDSMAN 

Tersusunnya Laporan Hasil 
Survei Kepuasan 

Masyarakat 
DINAS LH, BIRO ORGANISASI 

Terlaksananya Monitoring 
dan Evaluasi Implementasi 

Pelayanan Publik  
DINAS LH, BIRO ORGANISASI, 

OMBUDSMAN 

Tersusunnya Kebijakan 
Pelaksanaan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

DINAS LH, BIRO ORGANISASI, 
BAPPEDA, INSPEKTORAT, 

DISKOMINFO 

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

berbasis kinerja  
DINAS LH, BAPPEDA, BIRO 

ORGANISASI 

Tersusunnya Dokumen 
Penganggaran Perangkat Daerah 

berbasis kinerja  
DINAS LH, BAPPEDA, BPKPD 

Terlaksananya pengukuran 
capaian kinerja secara berkala  

DINAS LH, BAPPEDA, BIRO 
ORGANISASI, DINAS KOMINFO 

Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) 
mempedomani Peraturan Menteri 

PANRB No. 53 Tahun 2014 
DINAS LH, BIRO ORGANISASI  

Terlaksananya evaluasi kinerja 
internal secara berkala yang 

berdampak pada capaian kinerja 
DINAS LH, INSPEKTORAT 


